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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum 

a. Gambaran Umum 

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri 

(BBPPMPV BMTI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 

(Ditjen Diksi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang sebelumnya bernama 

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 

Industri (PPPPTK BMTI), merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka PPPPTK 

BMTI berubah menjadi BBPPMPV BMTI.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan BBPPMPV BMTI mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Penjaminan Mutu 

Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Dalam melaksanakan tugasnya BBPPMPV 

BMTI menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. 

2. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan 

vokasi. 

3. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia 

industri. 

4. Pelaksanaan Fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan vokasi. 

5. Pengelolaan data dan informasi. 

6. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. 

7. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. 

8. Pelaksanaan urusan administrasi. 

 

Untuk menjalankan fungsinya, BBPPMPV BMTI menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-

2024 yang mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 dan Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024. 

Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program unit kerja BBPPMPV 

BMTI dalam pencapaian visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, 

program, kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
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b. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-

2025. 

4. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP. No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan 

Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian 

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 

2019-2024 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja. 

10. Permendikbud No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

11. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

12. Permendikbud No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

13. Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 22 tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 

14. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024. 

15. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024. 

 

c. Capaian 2015-2019 

Rencana Strategis BBPPMPV BMTI Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari perjalanan pelaksanaan 

Rencana Strategis PPPPTK BMTI Tahun 2015-2019. Hasil pelaksanaan dan analisisnya digunakan 

sebagai acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta 

ouput Rencana Strategis BBPPMPV BMTI tahun 2020-2024. Selain itu, dengan memperhatikan 

kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi maka Rencana Strategis BBPPMPV BMTI tahun 2020-2024 dapat menghasilkan sinergi 

kebijakan antara pusat dan daerah. 

 

Sasaran Strategis BBPPMPV BMTI tahun 2020 mengacu pada Renstra Ditjen GTK, yaitu  

Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya. 
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Sasaran Strategis BBPPMPV BMTI 2021-2024 mengacu pada Renstra Ditjen Diksi, yaitu 1) 

Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri, 2) Terwujudnya tata kelola 

BBPPMPV BMTI yang berkualitas. 

 

Capaian pelaksanaan sasaran strategis pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya. 

a. Tenaga pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi 

Target jumlah pendidik yang mengikuti kompetensi di Bidang Mesin dan Teknik Industri dari 

tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. 1  Target Pendidik yang mengikuti Peningkatan Kompetensi  

Tahun 2015-2019 

No. Indikator Kinerja Kondisi 

Awal 

Target Per Tahun Total 

Target 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Jumlah guru yang 

mendapatkan peningkatan 

kompetensi Bidang Mesin 

dan Teknik Industri 

18.810 4.833 61.997 15.823 29.650 13.213 125.516 

 

Capaian jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi di Bidang Mesin dan Teknik 

Industri dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. 2  Capaian Pendidik yang mengikuti Peningkatan Kompetensi  

Tahun 2015-2019 

No. Indikator Kinerja Kondis

i Awal 

Capaian Per Tahun Total 

Capaian 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Jumlah guru yang 

mendapatkan peningkatan 

kompetensi Bidang Mesin 

dan Teknik Industri 

19.565 4.721 63.659 18.405 30.470 24.810 142.065 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan 

kompetensi di Bidang Mesin dan Teknik Industri sampai akhir tahun 2019 adalah 142.065 

orang dari target 125.516 orang (113.18%), artinya melampaui target yang telah ditetapkan. 

 

b. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi 

Target jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai  
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bidangnya (BMTI) dari tahun 2015-2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. 3  Target Tenaga Kependidikan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi 

Tahun 2015-2019 

No. Indikator Kinerja Kondisi 

Awal 

Target Per Tahun Total 

Target 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Jumlah tenaga kependidikan 

yang mendapatkan 

peningkatan kompetensi 

3.927 4.201 240 181 175 6.756 11.553 

 

Capaian jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai 

bidangnya dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. 4  Capaian Tenaga Kependidikan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi 

Tahun 2015-2019 

No. Indikator Kinerja Kondisi 

Awal 

Target Per Tahun Total 

Target 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah tenaga 

kependidikan yang 

mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi  

4.282 3.398 240 292 290 10.179 14.399 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti 

peningkatan kompetensi sesuai bidangnya sampai akhir tahun 2019 adalah 14.399 orang dari 

target 11.553 orang (124.63%), artinya melampaui target yang telah ditetapkan. 

 

2. Capaian Nilai SAKIP BBPPMPV BMTI dengan Predikat Minimal BB  

Perbaikan good governance pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting 

dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen 

pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja 

yang berorientasi pada hasil (outcome, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan terukur dan efektif yang disebut dengan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari SAKIP yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari 

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan 
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pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang 

disusun secara periodik.  

SAKIP bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

 

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya serta 

sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas implementasi 

SAKIP pada instansi Kementerian dan Kelembagaan pemerintah.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), cakupan atau ruang lingkup implementasi SAKIP yang dievaluasi 

adalah : 

a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan 

sistem pengukuran kinerja; 

b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi; 

c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja 

yang bersangkutan. 

 

Evaluasi atas akuntabilitas instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif 

instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing 

komponen dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 

 

Pencapaian nilai SAKIP BBPPMPV BMTI tahun 2019 dan 2020 dan uraian komponen 

penilaiannya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. 5  Capaian Nilai SAKIP BBPPMPV BMTI  

Tahun 2019-2020 

No Uraian Bobot Nilai Tahun 2019 Tahun 2020 

1.  Perencanaan Kinerja 30% 25,19 24,88 

2.  Pengukuran Kinerja 25% 21,98 21,41 

3.  Pelaporan Kinerja 15% 12,44 12,44 

4.  Evaluasi Kinerja 10% 5,48 6,73 

5.  Pencapaian Sasaran/Kinerja 

Organisasi 

20% 18,75 18,75 

Total 100% 83,83 84,20 

Predikat Memuaskan (A) 

 

Mulai tahun 2020, dengan adanya perubahan nama lembaga menjadi BBPPMPV BMTI, maka 

untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 BBPPMPV BMTI menargetkan nilai SAKIP sebagai 

berikut. 

 

Tabel 1. 6  Target Capaian Nilai SAKIP BBPPMPV BMTI  

Tahun 2021-2024 

No. Tahun Target Capaian (Predikat) 

1.  2021 BB (sangat baik) 

2.  2022 BB (sangat baik) 

3.  2023 A (memuaskan) 

4.  2024 A (memuaskan) 

 

d. Isu-isu Strategis 

Pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 2) penyelarasan dan kerjasama industri, 

3) penjaminan mutu pendidikan vokasi. Terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka beberapa 

isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah: 

1. Era Keterbukaan 

Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan memudarnya sekat-sekat antar negara 

termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai 

ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua 

seperti MEA, AFTA, dan APEC. Pada era tersebut, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan 

cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin 

mengglobal serta pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan yang semula 

dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan 

teknologi informasi. Beberapa jenis pekerjaan yang ada saat ini, perlahan akan hilang pada 10 
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tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar pada dunia kerja akan berubah pada tahun 

2021, dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Karena itu, bidang pendidikan 

dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai 

dengan minat  peserta  didik dan  perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan  

pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning).  

 

2. Paradigma Pendidikan Nasional 

Agar peserta didik mampu bersaing dalam karir pada masa depan dan menjadi aset 

pembangunan, pendidikan termasuk pendidikan vokasi formal dan non formal hendaknya dikelola 

dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang 

pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang 

lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta 

kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan berkarier (life 

and career skills) memiliki komponen, yakni (1) fleksibilitas dan adaptabilitas, (2) memiliki inisiatif 

dan dapat mengatur diri sendiri, (3) interaksi sosial dan antar-budaya, (4) produktivitas dan 

akuntabilitas mengelola proyek dan menghasilkan produk, dan (5) kepemimpinan dan tanggung 

jawab. Selanjutnya, kecakapan dalam belajar dan berinovasi (learning and innovation skills) 

memiliki komponen (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (2) kecakapan berkomunikasi dan 

berkolaborasi, dan (3) kreativitas dan inovasi. Sementara itu, kecakapan media informasi dan 

teknologi (information media and technology skills) memiliki komponen (1) literasi informasi, (2) 

literasi media, dan (3) literasi TIK. Pembekalan kecakapan semacam ini dikemas dengan istilah 

Keterampilan Abad XXI (21st Century Skills).  

 

3. Paradigma Pendidikan Vokasi 

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu 

mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya 

keterlibatan aktif dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendidikan vokasi harus dapat 

membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil 

tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri 

dengan profil lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi (high skilled & know 

how), sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat melakukan perbaikan 

dan pengembangan produk di dunia industri. Paradigma lama yang menempatkan industri pada 

bagian akhir yang menerima lulusan lembaga pendidikan harus diubah sehingga industri dapat 

berperan sejak perencanaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam 

penyelarasan kurikulum, penguatan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi 

SDM melalui proses edukatif yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, 

penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah dan pesantren, 

pemagangan, penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas 
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pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan lulusan.  

Paradigma pendidikan vokasi sebelum dilakukan revitalisasi, pendidikan vokasi lebih menekankan 

pada proses pembelajaran baik di SMK/Kursus/Pelatihan yang kemudian peserta didik wajib 

mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi pada 

Lembaga Kursus, atau untuk SMK menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada 

di bawah tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang berujung pada 

seorang peserta didik telah berhasil mencapai kompetensinya melalui uji kompetensi keahlian dan 

mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian. Hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang 

mengetahui kebutuhan industri dan merespon kebutuhan pasar untuk kompetensi yang 

dibutuhkan.  

 

4. Pendidikan Vokasi Mengikuti Kebutuhan Industri 

Saat ini paradigma tersebut telah bergeser dengan dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu 

seorang peserta didik baik di SMK/Kursus/ Pelatihan/Perguruan Tinggi Vokasi mengikuti proses 

pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, 

maupun pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur/Dosen) harus mengikuti kebutuhan 

dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan 

disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Sehingga karena kompetensinya telah mendapatkan 

sertifikat/pengakuan dari mitra industrinya, maka peserta didik maupun guru/instruktur/dosen 

dapat melakukan pemagangan serta lulusannya dapat bekerja dan  langsung diterima di industri 

tersebut. Selanjutnya pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap penyerapan lulusan 

pendidikan vokasi di dunia industri yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu satu tahun 

setelah lulus. Oleh karena hal-hal tersebut, revitalisasi pendidikan vokasi yang dilakukan harus 

berbasis pada kemitraan bersama dunia industri sehingga dapat meniadakan defisit kompetensi 

dengan kebutuhan pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan menurunkan pembiayaan 

pendidikan dalam menghasilkan lulusan melalui kegiatan produktif di industri. 

 

5. Kebijakan Pendidikan Vokasi 

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam 

implementasi landasan filosofis Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi pembangunan 

pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi 

pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka 

implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen 

Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat 

maupun di daerah yang meliputi:  

a. Meningkatkan kualitas pendidik (guru/dosen/instruktur): memperbaiki sistem rekruitmen dan 

tunjangan kinerja, meningkatkan kualitas pelatihan sesuai kebutuhan industri dan kompetensi, 

memetakan kebutuhan guru keahlian, serta mengembangkan komunitas/platform 

pembelajaran, melakukan pemagangan di dunia industri. 
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b. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi untuk kepentingan pedagogi, 

penilaian dan administrasi: berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan 

kolaboratif. 

c. Memberikan   insentif  atas  kontribusi  dan  kolaborasi  pihak  swasta  di  bidang   pendidikan: 

meningkatkan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan 

vokasi, dan CSR, insentif pajak. 

d. Mendorong kepemilikan sekolah dan otonomi sekolah kejuruan: pihak industri atau asosiasi 

terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan sekolah 

melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. 

e. Menyempurnakan kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian: penyederhanaan konten 

materi, fokus pada ilmu terapan yang terfokus pada kebutuhan dunia industri, pengembangan 

karakter berbasis kompetensi dan fleksibel. 

f. Simplifikasi mekanisme akreditasi dan memungkinkan adanya otonomi: bersifat sukarela, 

berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta dilakukan oleh mitra 

industrinya. 

g. Penguatan tata kelola daerah: peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi pejabat daerah, 

pendekatan, konsultasi dan pendampingan dari pemerintah pusat yang berdasarkan 

kebutuhan, sekolah, serta peningkatan otonomi dan transparansi. 

h. Pendidikan tinggi kelas dunia: mempererat hubungan dengan industri, kemitraan global, 

sebagai pusat-pusat unggulan, serta universitas berjenjang yang lebih mandiri. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

a. Potensi  

Secara umum, kondisi BBPPMPV BMTI memiliki posisi sangat strategis dalam peningkatan 

kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi di Indonesia. 

Dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai, serta dengan komitmen pimpinan dan 

seluruh karyawan yang tinggi, maka guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional di 

bidangnya dan perbaikan mutu pendidikan vokasi dapat diwujudkan. Hal ini tentunya tidak terlepas 

dari arah kebijakan dan strategi Pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

a) Sumber Daya Manusia 

BBPPMPV BMTI mempunyai peta jabatan yang mengacu pada fungsi lembaga sebagai Unit 

Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan peta jabatan tersebut dapat dilihat kebutuhan pegawai 

yang sesuai dengan jabatannya dari setiap unit kerja, sehingga dapat dipastikan setiap pegawai 

memiliki jabatan yang diperlukan di BBPPMPV BMTI dengan deskripsi pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan 

tugas jabatannya. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI, yaitu melaksanakan Pengembangan 

Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi di Bidang Mesin dan Teknik Industri, BBPPMPV BMTI 

didukung oleh 156 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di berbagai unit kerja, baik pejabat 

struktural, pejabat fungsional maupun staf pelaksana, dan tenaga honorer/kontrak 82 orang  (data 

bulan Agustus 2023). 

 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diampu dengan rincian sebagai berikut: 

1) Berdasarkan kualifikasi pendidikan 

1. S3 : 8 orang 

2. S2 : 56 orang 

3. DIV : 8 orang 

4. S1 :40 orang 

5. DIII : 11 orang 

6. SMU/SMK/sederajat : 32 orang 

7. Profesi : 1 orang 

 

2) Berdasarkan jabatan 

1. Kepala : 1 orang 

2. Kepala Bagian Tata Usaha : 1 orang 

3. Widyaiswara : 41 

4. Widyaprada : 3 

5. PTP : 114 orang 

6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN : 1 orang 

7. Staf Pelaksana : 95 orang 

 

Grafik 1. 1  Komposisi SDM BBPPMPV BMTI berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan 

Per Aggustus tahun 2023 
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b) Sarana dan Prasarana 

BBPPMPV BMTI memiliki tugas fungsi melaksanakan pengembangan penjaminan mutu 

pendidikan vokasi bidang mesin dan teknik industri. Dalam rangka mewujudkan tugas tersebut, 

BBPPMPV BMTI ditunjang oleh beberapa unit kerja.  

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BBPPMPV BMTI Nomor 0953/D7.5/TI.00.02/2022, tanggal 24 

Maret 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPMPV BMTI, dengan melalui beberapa 

pertimbangan maka nama Unit Kerja Departemen berubah menjadi Program Keahlian.  

 

Program Keahlian Pemesinan 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang keahlian Teknik Mesin. 

 

Program Keahlian  Teknik Energi Terbarukan 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Program Keahlian Teknik Energi 

Terbarukan. 
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Program Keahlian Ketenagalistrikan 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang Ketenagalistrikan. 

 

 

Program Keahlian  Otomotif 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Program Keahlian Teknik 

Otomotif. 



13  

 

Rencana Strategis BBPPMPV BMTI 2020-2024  13 

 

 

 

Program Keahlian Teknik Sipil dan Perencanaan 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang Teknik Sipil dan Perencanaan. 

 

 

Program Keahlian Elektronika dan Informatika 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang Elektronika dan Informatika.  
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Program Keahlian Pengajaran Umum 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan sistem diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup Pengajaran Umum. 
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Program Keahlian Las dan Fabrikasi Logam 

Melaksanakan kajian, pengembangan, pemodelan system diklat dan pembelajaran dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta melaksanakan penjaminan 

mutu pendidikan vokasi pada bidang keahlian Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya dari segi penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan yang berkualitas dan diakui oleh guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga dikenal 

dengan tersedianya sarana pendukung yang lengkap, diantaranya wisma, ruang pertemuan, 

mesjid, kantin, poliklinik, kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan bulu 

tangkis serta taman-taman dan kolam pemancingan. 
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Disamping itu, potensi yang ingin digali untuk memperkuat pendidikan vokasi antara lain:  

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam 

Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah mempunyai arah yang jelas untuk melakukan revitalisasi SMK;  

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana peran Balai 

Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi semakin luas dan fokus pada 

pendidikan kejuruan; 

3. Pengakuan beberapa industri termasuk BUMN dan/atau BUMD terhadap pendidikan vokasi; 

4. Meningkatnya animo masyarakat untuk belajar tentang pendidikan vokasi; 

5. Ilmu terapan lebih dapat langsung bekerja di Industri, dunia usaha dan dunia kerja (Iduka) dan 

lebih cepat untuk beradaptasi dalam lingkungan dunia industri;  

6. Meningkatnya kerja sama dan kemitraan dengan Iduka baik untuk SMK, kursus dan pelatihan, 

antar BBPPMPV, dan Pendidikan Tinggi Vokasi;  

7. Meningkatnya kompetensi dari Dosen/Widyaiswara/Guru/Instruktur untuk mendukung kebutuhan 

Iduka serta perkembangan revolusi industri 4.0;  

8. Meningkatnya perbaikan kualitas sarana prasarana sesuai kebutuhan industri; dan 

9. Meningkatnya kualitas dari lembaga kursus dan pelatihan.  

 

b. Permasalahan 

Berkaitan dengan potensi yang ingin digali dalam rangka memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi, 

terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, diantaranya:  

1. Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (Real Link and 

Match Iduka);  

2. Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi;  

3. Kompetensi SDM (Dosen/Widyaiswara/Guru/Instruktur) belum sesuai kebutuhan baik secara 

internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri;  

4. Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai sehingga berdampak pada 

produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah;  

5. Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan dan BBPPMPV belum 

sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar;  

6. Porsi SMK dalam penerimaan mahasiswa nasional lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan 

SMA. Hal ini juga terkendala oleh nilai; 

7. Jumlah tenaga pengajar (widyaiswara) yang semakin berkurang (pensiun dan moratorium);  

8. Belum mempunyai tenaga widyaprada untuk merencanakan, mengembangkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi model penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan 

9. Peralatan yang ada sudah tertinggal dengan teknologi terkini.  
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Analisis Masalah 

1. Analisis SWOT 

a) Strengths (Kekuatan) 

1) Manajemen dan staf yang efektif 

2) Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat 

3) SDM yang berkualitas 

4) Infrastruktur dan prasarana yang baik 

5) Kemampuan bidang IT yang merata 

6) Kemampuan penyelenggaraan diklat daring 

7) Mampu bekerja dalam tenggang waktu terbatas 

b) Weaknesses (Kelemahan) 

1) Widyaiswara senior akan memasuki masa pensiun 

2) Belum memiliki tenaga widyaprada 

3) Perangkat praktek ada yang masih menggunakan teknologi lama 

4) Kualitas diklat dipengaruhi oleh inovasi widyaiswara 

5) Pengelolaan diklat sangat dipengaruhi SIM. 

6)  LSP-P2 belum berfungsi  

7) Pelaksanaan UKK memiliki ketergantungan dengan Master Asesor dari luar 

c) Opportunities (Peluang) 

1) Banyaknya guru kejuruan yang memerlukan sertifikasi keahlian 

2) Penerapan pembelajaran daring 

3) Terbatasnya sumber belajar kejuruan yang interaktif 

4) Inpres No. 9 Tahun 2016 (Revitalisasi SMK) 

5) Merdeka belajar  

d) Threats (Ancaman) 

1) Regulasi dan kebijakan yang sering berubah-rubah 

2) Terbatasnya penerimaan PNS untuk mengisi formasi widyiaswara bidang kejuruan 

 

2. Analisis Lingkungan Internal 

a) Guna mempertahankan keunggulan yang dimiliki, perlu terus dilakukan pemutakhiran 

keahlian para widyaiswara, penyediaan infrastruktur sarana prasarana yang mengikuti IPTEK, 

menggunakan teknologi IT terkini dalam diklat, dan inovasi diklat daring yang beragam agar 

semua guru yang belum pernah mengikuti diklat terakomodasi. 

b) Menutupi kekurangan Widyaiswara senior dapat dilakukan dengan re-enginnering SDM yang 

ada agar tenaga ahli yang pensiun bisa tergantikan, kerja sama industri baik nasional maupun 

internasional yang lebih intensif agar tidak ketinggalan teknologi dan bisa mengambil 

assesmen internasional serta menyediakan wadah dan anggaran dalam melaksanakan 

inovasi. Disamping itu, lembaga mengusulkan rekruitmen calon widyaiswara ke Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
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3. Analisis Lingkungan Eksternal 

a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 terkait revitalisasi SMK dan Kebijakan Merdeka 

Belajar, menjadi landasan untuk bergerak melakukan pemetaan kemampuan profesional guru 

kejuruan, pemetaan sekolah, dan mengukur keterserapan lulusan di dunia kerja. Hasil ini 

akan memberikan masukan untuk membuat program yang lebih tajam dan tepat agar 

keberkerjaan lulusan SMK bisa teratasi. 

b) Pelibatan LSM Pendidikan dapat dipakai sebagai mitra dalam penyelenggaraan diklat guna 

lebih meningkatkan manajemen diklat. Untuk menutupi kekurangan widyaiswara, akan 

direkrut guru terbaik untuk dijadikan widyaiswara, dan juga menjalin kerja sama dengan 

industri nasional dan internasional untuk bisa menggunakan tenaga profesional mereka 

sebagai tutor tamu. 
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BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan harapan terbentuknya BBPPMPV BMTI dan 

berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Visi dan Misi BBPPMPV BMTI adalah sebagai berikut 

 

Visi  

 

 

Misi 

Untuk mencapai visi di atas maka ditetapkan misi BBPPMPV BMTI sebagai berikut: 

a. Meningkatkan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi; 

b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi; 

c. Meningkatkan ketersediaan layanan fasilitasi pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha 

dan dunia industri; dan  

d. Memperluas kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. 

 

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-

2024 yang lebih jelas untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya visi BBPPMPV 

BMTI. Tujuan dan sasaran strategis ini tentunya didasarkan pada tujuan dan sasaran Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. 

 

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 

BBPPMPV BMTI telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang berpedoman pada rumusan tujuan strategis 

Ditjen Guru dan tenaga Kependidikan (2020) serta Ditjen Pendidikan Vokasi (2021-2024) 

 

Tabel 2. 1  Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BBPPMPV BMTI  

Tahun 2020-2024 

 
SASARAN PROGRAM 

DIREKTORAT JENDERAL 
TUJUAN BBPPMPV BMTI INDIKATOR KINERJA TUJUAN 

BBPPMPV BMTI 

DITJEN GTK 2020 2020 2020 

Meningkatnya pendidik dan tenaga 
pendidikan profesional 

Peningkatan kompetensi guru dan 
tenaga kependidikan sesuai bidangnya 

Jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan yang meningkat 
kompetensinya dengan predikat 
minimal cukup 

DITJEN PENDIDIKAN VOKASI  2021 2021 

Terwujudnya ekosistem pendidikan untuk membentuk pelajar berkarakter pencasila melalui 

Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri 
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SASARAN PROGRAM 
DIREKTORAT JENDERAL 

TUJUAN BBPPMPV BMTI INDIKATOR KINERJA TUJUAN 
BBPPMPV BMTI 

2021 

Meningkatnya pendidikan SMK 
berstandar Industri 

Peningkatan jumlah SMK yang 
berkualitas dan berstandar industri 

• Jumlah Guru Kejuruan yang 
Mengikuti Pelatihan Upskilling dan 
Reskilling Berstandar Industri 
dengan predikat minimal cukup 

  • Jumlah Kepala Sekolah yang 
Mengikuti Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas Manajerial berbasis 
industri dengan predikat minimal 
cukup 

  • Jumlah SMK yang memperoleh 
pembinaan untuk menyelenggarakan 
Teaching Factory, dengan hasil 
baik………...  

Terwujudnya tata kelola Ditjen. 
Pendidikan Vokasi yang berkualitas 

Peningkatan tata kelola BBPPMPV 
BMTI yang berkualitas 

• Rata-rata predikat SAKIP Satker  
minimal BB 

  • Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L Satker 
minimal 93 

DITJEN PENDIDIKAN VOKASI 
2022-2024 

2022-2024 2022-2024 

Meningkatnya pendidikan SMK 
berstandar Industri 

Peningkatan mutu pendidikan dan 
pelatihan pendidik dan tenaga 
kependidikan vokasi 

• Jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan satuan pendidikan 
vokasi yang mengikuti peningkatan 
kapasitas yang selaras dengan 
kebutuhan dunia kerja dengan 
predikat minimal cukup 

  • Jumlah satuan pendidikan vokasi 
dengan mutu yang terpetakan 
dengan hasil baik 

  • Jumlah model pembelajaran vokasi 
yang dikembangkan dengan mitra 
dunia kerja dengan hasil baik 

Terwujudnya tata kelola Ditjen. 
Pendidikan Vokasi yang berkualitas 

Peningkatan tata kelola Balai Besar 
pengembangan Penjaminan Mutu 
Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan 
teknik Industrikasi 

• Predikat SAKIP Balai Besar 
Pengembangan Penjaminan Mutu 
Pendidikan Vokasi Bidang Mesin 
dan Teknik Industri minimal A 

  • Nilai Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar 
Pengembangan Penjaminan Mutu 
Pendidikan Vokasi Bidang Mesin 
dan Teknik Industri minimal 93,5 

  

2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

Dalam rangka merealisasikan Tujuan Strategis yang telah dirumuskan dan untuk mengetahui ketercapaiannya, maka 

BBPPMPV BMTI telah menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2020-2024. 

Penyusunan Sasaran Strategis ini berpedoman pada Sasaran Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi. 
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Tabel 2. 2  Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran BBPPMPV BMTI 
Tahun 2020-2024 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN TARGET 

2020 (DITJEN GTK) 2020 2020 

Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga 
kependidikan sesuai bidangnya 

Jumlah Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru 
Penggerak 

2000 orang 

2021 (DITJEN DIKSI) 2021 s.d 2024 

SK. 1 
Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas 
dan berstandar industri 

1.1. Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti 
Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berstandar 
Industri 

10.255 orang 

1.2. Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti 
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial 
berbasis industri 

4.118 orang 

1.3. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan 
untuk menyelenggarakan Teaching Factory 

4.118 lembaga 

SK. 2 
Terwujudnya tata kelola BBPPMPV BMTI yang 
berkualitas 

2.1. Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB A 

2.2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L Satker  minimal 93 

96 

2022-2024 (DITJEN DIKSI) 2022 s.d 2024 

SK. 1 
Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan 
pendidik dan tenaga kependidikan vokasi 

1.1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 
satuan pendidikan vokasi yang mengikuti 
peningkatan kapasitas yang selaras dengan 
kebutuhan dunia kerja  

16.373 orang 

 1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu 
yang terpetakan  

2.243 

 1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang 
dikembangkan dengan mitra dunia kerja 

2 

SK. 2 
Meningkatnya tata kelola Balai Besar 
pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan 
Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri 

2.1. Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan 
Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang 
Mesin dan Teknik Industri minimal A 

A 

 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan 
Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan 
Teknik Industri minimal 93,5 

93,5 

 2023 s.d 2024 

SK. 1 
Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan 
pendidik dan tenaga kependidikan vokasi 

1.1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 
satuan pendidikan vokasi yang mengikuti 
peningkatan kapasitas yang selaras dengan 
kebutuhan dunia kerja  

16.373 orang 

 1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu 
yang terpetakan  

3.230 

 1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang 
dikembangkan dengan mitra dunia kerja 

2 

SK. 2 
Meningkatnya tata kelola Balai Besar 
pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan 
Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri 

2.1. Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan 
Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang 
Mesin dan Teknik Industri minimal A 

A 

 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan 
Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan 
Teknik Industri minimal 94 

93,5 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 

a. Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.  

Strategi:  

1. Sistem insentif/regulasi terutama pada bidang keahlian prioritas antara lain melalui tax deduction;  

2. Peningkatan peran pemerintah daerah untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi 

berbasis wilayah;  

3. Pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;  

4. Pembiayaan oleh industri pada program magang produktif SMK, mahasiswa vokasi dan tenaga 

pendidik/tenaga kependidikan;  

5. Subsidi dana CSR perusahaan kepada industri kecil menengah yang memerlukan tenaga 

pemagangan dari peserta kursus atau SMK.  

 

b. Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 

Strategi:  

1. Penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan prodi/bidang keahlian mendukung sektor 

unggulan dan kebutuhan industri;  

2. Penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri;  

3. Penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, soft skills dan bahasa asing; 

4. Penguatan dual TVET;  

5. Perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas;  

6. Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik kerja 

sesuai standar;  

7. Peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri; 

8. Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan;  

9. Peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan;  

10. Penyusunan strategi penempatan lulusan; 

11. Pengembangan program magang produktif bersama industri sehingga mendapatkan”win-win 

solution” bagi industri, peserta didik dan institusi pendidikan. 

 

c. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik/Instruktur Vokasi.  

Strategi:  

1. Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi 

2. Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan 

pelatihan vokasi;  

3. Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri;  
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4. Pelaksanaan kegiatan sabbatical activity partnership yang memungkinkan dosen untuk 

melakukan penelitian, pengembangan produk dan penugasan lain dengan pendanaan mitra kerja 

tanpa kehilangan hak dan kewajiban dasar di home base penugasannya.  

 

d. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi.  

Strategi: 

1. Pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri;  

2. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi;  

3. Sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor;  

4. Uji kompetensi dosen oleh provider akuntabel melalui skema Bimtek Kemendikbud.  

 

e. Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.  

Strategi:  

1. Pengendalian satuan pendidikan vokasi baru dan prodi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan 

industri; 

2. Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan;  

3. Pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching 

industry; 

4. Pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; 

5. Pembentukan lembaga single oversight tingkat nasional untuk vokasi;  

6. Peningkatan akses pelatihan vokasi melalui Kartu Pra-Kerja. 

 

3.2. Kerangka Regulasi 

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan 

regulasi yang memadai sebagai legalitas operasionalisasi dari arah kebijakan BBPPMPV BMTI. Kerangka 

regulasi diarahkan untuk penyediaan peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan guru dan 

tenaga kependidikan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Kerangka regulasi yang akan 

disusun antara lain adalah identifikasi Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun Keputusan Dirjen yang 

terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk dalam rangka menciptakan 

sinkronisasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan antara pusat dan daerah, serta 

regulasi terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi. 

 

Perincian mengenai jenis dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen 

Pendidikan Vokasi, menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh BBPPMPV BMTI serta 

menjadi pihak yang berkontribusi didalamnya. Mengacu pada Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, Kerangka 

Regulasi ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perbaikan regulasi untuk perekrutan SDM Pendidikan Vokasi yang tidak hanya berbasis kualifikasi 

pendidikan dan latar belakang akademik, tetapi lebih ditekankan pada kompetensi keahlian. 

b. Perbaikan sistem akreditasi Pendidikan Vokasi yang memperhatikan kualitas hasil dan pengukuran 
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proses yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pendidikan vokasi. 

 

c. Adanya pedoman yang mengatur tentang standarisasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan 

Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

d. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

       Sumber: Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi 2020-2024 

 

3.3. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BBPPMPV BMTI yang meliputi struktur organisasi, 

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.  Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan 

untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi BBPPMPV 

BMTI; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur.  

Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BBPPMPV BMTI mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi pada Bidang Mesin dan Teknik Industri.  Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, BBPPMPV BMTI menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program penjaminan mutu pendidikan vokasi; 

2. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi; 

3. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; 

4. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan 

vokasi; 

5. Pengelolaan data dan informasi; 

6. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; 

7. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan  

8. Pelaksanaan urusan administrasi. 

 

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktivitas operasionalnya, 

organisasi BBPPMPV BMTI terdiri atas 

1. Kepala; 

2. Bagian Tata Usaha; dan 

3. Jabatan Fungsional. 
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. 

 

Bagan 3. 1  Struktur Organisasi BBPPMPV BMTI  
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3.4. Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat 

secara cepat, tepat, dan professional. Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi, seperti 

penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dalam peraturan 

tersebut dinyatakan bahwa tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi adalah adanya peningkatan 

kapasitas, akuntabilkitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, dan peningkatan 

pelayanan publik. 

 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, setiap instansi pemerintah termasuk 

BBPPMPV BMTI harus secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi melalui pembangunan 

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan atau Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). Pada tahun 2018, BBPPMPV BMTI berhasil mendapatkan predikat WBK. 

 

Pada tahun 2021, BBPPMPV BMTI bertekad untuk dapat meraih predikat WBBM. Oleh karena itu, mulai 

dari pucuk pimpinan beserta semua warga di lingkungan BBPPMPV BMTI berkomitmen untuk 

melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, dengan melaksanakan proses-proses 

pembangunan berdasarkan 6 komponen pengungkit yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
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Keenam komponen pengungkit tersebut adalah  

a. Manajemen Perubahan 

b. Penataan Tata Laksana 

c. Penataan Sistem Manajemen SDM 

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

e. Penguatan Pengawasan 

f. Penggunaan Kualitas Pelayanan Publik 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

Penetapan target kinerja ditentukan setelah Indikator Kinerja disusun. Target kinerja menunjukkan tingkat 

sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh BBPPMPV BMTI dalam periode 2020-2024. Oleh karena 

itu, dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria 

berikut ini: 

a. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif, prosentase, dan satuan yang akan 

dicapai dari setiap indikator kinerja; 

b. Penetapan target dipilih yang relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan pada 

baseline data yang jelas, 

 

Target kinerja program Eselon II harus mencerminkan target kinerja instansi vertikal, kementerian dan 

program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diperoleh 

gambaran kerangka anggaran selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra BBPPMPV BMTI akan 

dijabarkan ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis 

kinerja. 

 

Uraian penjelasan dari setiap target kinerja BBPPMPV BMTI adalah keberhasilan pencapaian Sasaran 

Strategis yang dapat diukur dari ketercapaian target. dari sasaran strategis “Meningkatnya kompetensi guru 

dan tenaga kependidikan (2020),  Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri, dan 

Terwujudnya tata kelola BBPPMPV BMTI  yang berkualitas” (2021-2024), dapat ditandai dengan 

tercapainya Sasaran Strategis Lembaga seperti tertera pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4. 1  Target Kinerja Sasaran Kegiatan BBPPMPV BMTI  

Periode Renstra 2020-2024 

 

Sasaran Kegiatan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020) 

IKSS 

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak 

 

orang 

 

2.000 

 

- 

- - - 

SK 1. Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri (2021) 

IKK 1.1    

Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Upskilling dan Reskilling 

Berstandar Industri 

orang - 976 - - - 

IKK.1.2  

Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas 

Manajerial berbasis industri 

orang - 102 - - - 

IKK 1.3  

 Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan 

Teaching Factory 

lembaga/ 

sekolah 

- 250 - - - 

SK 2. Terwujudnya tata kelola BBPPMPV BMTI yang berkualitas 

IKK 2.1  

Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB 

- BB BB - - - 

IKK 2.2 

 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 

- 92,86 93,5 - - - 

SK 1 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga 

kependidikan vokasi (2022-2024) 

      

1.1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang 
mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia 
kerja  

orang - - 2.014 2.234 9.047 

1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan  lembaga - - 522 522 2186 

1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra model - - 2 2 2 
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Sasaran Kegiatan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 

dunia kerja 

SK 2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar pengembangan Penjaminan 
Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan teknik Industrikasi 

      

2.1. Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan 
Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri minimal A 

 - - A A A 

2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar 
Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan 
Teknik Industri minimal 93,5 

 - - 93,5 93,5 93,5 

 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPPMPV BMTI diperlukan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang 

memadai, regulasi dan pendanaan yang cukup.  

Berikut ini, tabel target kinerja yang dilengkapi dengan kerangka pendanaannya. 

 

Tabel 4. 2  Kerangka Pendanaan Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV BMTI 

Periode Renstra 2020-2024 

 

Sasaran Kegiatan 
Target Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

SK 1. Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020) 

IKK 1.1 

Jumlah guru yang mengikuti 

pelatihan guru penggerak 

2000 

 

- - - - 2.241.842 - - - - 

SK 1. Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri  (2021) 

IKK 1.1    

Jumlah Guru Kejuruan yang 

Mengikuti Pelatihan Upskilling 

- 976 - - - - 22.744.514 - - - 
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Sasaran Kegiatan 
Target Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

dan Reskilling Berstandar 

Industri 

IKK.1.2  

Jumlah Kepala Sekolah Yang 

Mengikuti Pelatihan 

Peningkatan Kapasitas 

Manajerial berbasis industri 

- 102 - - - - 2.575.380 - - - 

IKK 1.3  

Jumlah SMK yang memperoleh 

pembinaan untuk 

menyelenggarakan Teaching 

Factory 

- 250 - - - - 5.602.058 - - - 

SK 2. Terwujudnya tata kelola BBPPMPV BMTI yang berkualitas (2021) 

IKK 2.1  

Rata-rata Predikat Sakip Satker 

minimal BB 

- BB - - - - 

55.329.928 - - - IKK 2.2 

 Rata-rata nilai Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Satker minimal 93 

- 93,5 - - - - 

SK 1 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi (2022-2024) 

1.1. Jumlah pendidik dan 
tenaga kependidikan 
satuan pendidikan vokasi 
yang mengikuti 
peningkatan kapasitas 
yang selaras dengan 
kebutuhan dunia kerja  

- - 2.014 2234 9.047 - - 31.142.855 45.511.679 184.308.039 

1.2. Jumlah satuan pendidikan - - 522 522 2186 - - 3.285.731 3.285.731 13.759.853 
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Sasaran Kegiatan 
Target Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

vokasi dengan mutu yang 
terpetakan  

1.3. Jumlah model 
pembelajaran vokasi yang 
dikembangkan dengan 
mitra dunia kerja 

- - 2 2 2 - - 260.571 260.571 286.600 

SK 2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (2022-2024) 

2.1. Predikat SAKIP Balai 
Besar Pengembangan 
Penjaminan Mutu 
Pendidikan Vokasi Bidang 
Mesin dan Teknik Industri 
minimal A 

- - A A A - - 49.341.061 63.010.540 80.023385 

2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L 
Balai Besar 
Pengembangan 
Penjaminan Mutu 
Pendidikan Vokasi Bidang 
Mesin dan Teknik Industri 
minimal 93,5 

- - 93,5 93,5 93,5 - - 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Renstra BBPPMPV BMTI Tahun 2020-2024 telah disusun melalui berbagai proses dan tahapan. 

Renstra disusun berlandaskan pada berbagai perkembangan kebijakan, capaian kinerja hingga saat ini, 

serta hasil analisis kondisi internal dan eksternal untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan strategis 

dan sasaran strategis BBPPMPV BMTI yang berperan mendukung perwujudan visi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu "Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan 

berkebinekaan global”. Renstra ini juga telah mengakomodasi tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI 

sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

 Lingkup tugas dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun (2020-2024) memuat visi, misi, tujuan 

strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan, serta 

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Dengan demikian, Renstra ini berperan penting untuk 

menuntun lembaga dalam menyusun (1) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT); (3) Penetapan Kinerja (PK); dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). 

 

 Akhirnya, semoga Renstra BBPPMPV BMTI periode 2020-2024 dapat dipahami dan dimanfaatkan 

oleh semua pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program 

dan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan penjaminan 

mutu pendidikan vokasi secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Pelibatan 

publik atau keterlibatan aktif banyak pihak dalam kegiatan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri ini, diharapkan mampu meningkatkan mutu guru dan tenaga 

kependidikan vokasi dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi. 
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Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan 

 

No Tujuan  
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Sasaran 
Kegiatan 

Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Periode 2020             

1 Peningkatan 
profesionalita
s pendidik 
dan tenaga 
kependidikan 

Jumlah pendidik 
dan tenaga 
kependidikan 
yang meningkat 
kompetensinya 
dengan predikat 
minimal cukup 

Meningkatnya 
kompetensi 
guru dan 
tenaga 
kependidikan 
sesuai 
bidangnya 

Jumlah Guru yang 
Mengikuti 
Pelatihan Guru 
Penggerak 

2.000 - - - - 2.241.842. - - - - 

Periode 2021             

1 Peningkatan 
pendidikan 
SMK 
berstandar 
industri 

• Jumlah Guru 
Kejuruan 
yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Upskilling dan 
Reskilling 
Berstandar 
Industri 
dengan 
predikat 
minimal cukup 

Meningkatnya 
jumlah SMK 
yang 
berkualitas 
dan 
berstandar 
industri 

• Jumlah Guru 
Kejuruan yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Upskilling dan 
Reskilling 
Berstandar 
Industri 

- 976 - - - - 22.744.514 - - - 

• Jumlah 
Kepala 
Sekolah yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Manajerial 
berbasis 
industri 
dengan 
predikat 

• Jumlah Kepala 
Sekolah yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Manajerial 
berbasis 
industri 

- 102 - - - - 2.575.380 - - - 
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No Tujuan  
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Sasaran 
Kegiatan 

Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

minimal cukup 

Jumlah SMK 
yang 
memperoleh 
pembinaan 
untuk 
menyelenggar
akan 
Teaching 
Factory, 
dengan hasil 
baik………...  

• Jumlah SMK 
yang 
memperoleh 
pembinaan 
untuk 
menyelenggara
kan Teaching 
Factory 

- 250 - - - - 5.602.058 - - - 

2 Peningkatan 
tata kelola 
BBPPMPV 
BMTI yang 
berkualitas 

• Rata-rata 
Predikat 
Sakip 
BBPPMPV 
BMTI minimal 
BB 

Terwujudnya 
tata kelola 
BBPPMPV 
BMTI yang 
berkualitas 

• Rata-rata 
Predikat Sakip 
Satker minimal 
BB 

- BB     

55.329.928 - - - 
• Rata-rata nilai 

Kinerja 
Anggaran 
atas 
Pelaksanaan 
RKA-K/L 
Satker 
minimal 93 

• Rata-rata nilai 
Kinerja 
Anggaran atas 
Pelaksanaan 
RKA-K/L Satker 
minimal 93 

- 93,5     

Periode 2022-2024 

1 Peningkatan 
mutu 
pendidikan 
dan pelatihan 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
vokasi 

• Jumlah 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
satuan 
pendidikan 
vokasi yang 
mengikuti 
peningkatan 

Meningkatnya
mutu 
pendidikan 
dan pelatihan 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
vokasi 

• Jumlah 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
satuan 
pendidikan 
vokasi yang 
mengikuti 
peningkatan 

- - 2.014 2234 9.047 - - 31.142.855 45.511.679 184.308.039 
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No Tujuan  
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Sasaran 
Kegiatan 

Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

kapasitas 
yang selaras 
dengan 
kebutuhan 
dunia kerja 
dengan 
predikat 
minimal cukup 

kapasitas yang 
selaras dengan 
kebutuhan 
dunia kerja  

  • Jumlah 
satuan 
pendidikan 
vokasi 
dengan mutu 
yang 
terpetakan 
dengan hasil 
baik 

 • Jumlah satuan 
pendidikan 
vokasi dengan 
mutu yang 
terpetakan  

- - 522 522 2186 - - 3.285.731 3.285.731 13.759.853 

  • Jumlah model 
pembelajaran 
vokasi yang 
dikembangka
n dengan 
mitra dunia 
kerja dengan 
hasil baik 

 • Jumlah model 
pembelajaran 
vokasi yang 
dikembangkan 
dengan mitra 
dunia kerja  

- - 2 2 2 - - 260.571 260.571 286.600 

2 Peningkatan 
tata kelola 
Balai Besar 
pengembang
an 
Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan 
Vokasi 
Bidang Mesin 
dan teknik 
Industrikasi 

• Predikat 
SAKIP Balai 
Besar 
Pengembang
an 
Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan 
Vokasi Bidang 
Mesin dan 
Teknik 

Meningkatnya 
tata kelola 
Balai Besar 
pengembanga
n Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan 
Vokasi Bidang 
Mesin dan 
teknik 
Industrikasi 

• Predikat SAKIP 
Balai Besar 
Pengembangan 
Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan 
Vokasi Bidang 
Mesin dan 
Teknik Industri  

  A A A - - 49.341.061 63.010.540 80.023385 
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No Tujuan  
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Sasaran 
Kegiatan 

Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Industri 
minimal A 

  • Nilai Kinerja 
Anggaran 
atas 
Pelaksanaan 
RKA-K/L Balai 
Besar 
Pengembang
an 
Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan 
Vokasi Bidang 
Mesin dan 
Teknik 
Industri 
minimal 93,5 

 • Nilai Kinerja 
Anggaran atas 
Pelaksanaan 
RKA-K/L Balai 
Besar 
Pengembangan 
Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan 
Vokasi Bidang 
Mesin dan 
Teknik Industri  

  93,5 93,5 93,5  
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Lampiran 2. Definisi Operasional 

 

 

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

SK : Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 

vokasi 

IKK : 2.6.4.2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi 

yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan 

dunia kerja. 

Definisi : 

Lingkup pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi terdiri atas: 

1. Pendidik satuan pendidikan vokasi adalah guru SMK, Dosen PTV, dan Instruktur Kursus dan 

Pelatihan; dan  

2. Tenaga kependidikan  satuan pendidikan vokasi adalah Pimpinan PTV, Kepala Sekolah, Pengelola 

LKP,  pengawas, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi lainnya untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara 

Pendidikan Vokasi, dan LKP). 

 

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi 

adalah program peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia 

kerja dan berfokus pada keahlian yang diajarkan di satuan pendidikan vokasi.  

 

Peserta program peningkatan kapasitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari 

satuan pendidikan vokasi  baik negeri maupun swasta.  

 

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi 

terdiri atas pelatihan Upskilling dan Reskilling. 

1. Pelatihan Upskilling adalah pelatihan berbasis industri bagi adalah pendidik dan tenaga 

kependidikan yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah 

dimiliki sebelumnya.   

2. Pelatihan Reskilling adalah pelatihan berbasis industri bagi adalah pendidik dan tenaga 

kependidikan yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum 

dimiliki sebelumnya.  
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Program peningkatan kapasitas tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan 

pelatihan yang memiliki kerja sama dengan Dunia Kerja dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan 

yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja. Pelaksanaan program peningkatan 

kapasitas tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait. 

 

Metode Penghitungan:           I = A+B+C+D 

 

Keterangan:  

I  =  

 

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti 

peningkatan kapasitas dan penyelarasan dengan kebutuhan dunia kerja  

A = 

B = 

Guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja 

Guru, Kepala Sekolah, pengawas, teknisi, laboran, instruktur dan tenaga administrasi lainnya 

yang  mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri 

C = Dosen yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Berbasis Kerjasama Industri  

D = Instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri 

bidang keahlian teknologi terapan 

 

Satuan : Orang 

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif 

Unit Pelaksana : Balai Besar Vokasi 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode Pengumpulan Data : Tahunan 

 

 

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

SK : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga  

kependidikan vokasi 

IKK : 2.6.4.3. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan 

Definisi : 

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan 

yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan 

jenis Pendidikan.  

 

Lingkup satuan pendidikan vokasi yang akan dipetakan mutunya adalah SMK dan LKP (bidang 

vokasional).  
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LKP bidang vokasinal adalah LKP yang menyiapkan peserta didiknya menguasai ketrampilan untuk 

bekerja dan/atau berwirausaha. 

 

Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan Perubahannya), Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat 

Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (Link and Match/Keterlibatan dunia kerja di segala aspek 

penyelenggaraan pendidikan vokasi 8 + i): 

1. Kurikulum disusun Bersama, termasuk penguatan aspek softskills dan karakter kebekerjaan untuk 

melengkapi aspek  hardskills yang sesuai kebutuhan dunia kerja;  

2. Pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja (PBL), untuk memastikan hardskills akan disertai 

softskills dan karakter yang kuat;  

3. Jumlah dan peran guru/dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara 

signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program studi/program keahlian);  

4. Magang atau Praktik Kerja di dunia kerja minimal 1 semester; 

5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan 

guru/dosen/instruktur); 

6. Guru/Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja; 

7. Riset terapan mendukung teaching factory/teaching industry yang bermula dari kasus atau kebutuhan; 

8. Komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja; 

9. Berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja, antara lain: 

10. Beasiswa dan/atau ikatan dinas; 

11. Donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya; 

12. Dan lain sebagainya. 

 

Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan 

berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan,pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian 

pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi. 

  

Tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai 

pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan vokasi. 

 

Metode Penghitungan:          I = A + B 

Keterangan:  

I  =  Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan  
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A = Jumlah SMK dengan mutu yang terpetakan 

B = Jumlah LKP (bidang vokasional) dengan mutu yang terpetakan  

 

Satuan : Lembaga 

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif 

Unit Pelaksana : Balai Besar Vokasi 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode Pengumpulan Data : Tahunan 

 

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

SK : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga  

kependidikan vokasi 

IKK : 2.6.4.4. Jumlah Model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra  

             dunia kerja 

Definisi : 

Model adalah representatif yang akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terpresentasikan dari model itu. Model 

juga dapat diartikan sebagai visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan, sehingga model dapat berwujud sebagai: (1) tipe atau desain, (2) deskripsi 

atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi, (3) deskripsi dari suatu sistem yang 

mungkin atau imajiner. Di samping itu juga model memiliki tujuan yang hendak dicapai dan memiliki 

prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

 

Pengembangan model pendidikan vokasi adalah proses penelitian terapan yang merancang tipe, desain, 

bentuk deskripsi, sistem kegiatan, yang diproses dengan kaidah-kaidan penelitian ilmiah dan hasilnya 

dapat mewakili kondisi nyata yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan mampu memecahkan masalah 

bidang pendidikan vokasi. Untuk memperoleh hasil seperti itu, model program atau pembelajaran  

divalidasi oleh ahli dan praktisi dan diujicobakan sehingga model yang dihasilkan efektif, efisien, praktis 

dan menarik dalam memecahkan masalah atau dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Model yang 

dikembangkan dapat berbentuk model adaptasi dan model baru. Model adaptasi merupakan 

pengembangan model yang telah ada. Model baru merupakan model yang dikembangkan sendiri oleh 

pengembang. 

Kriteria model/inovasi pembelajaran yang dimaksud antara lain: 

1. Memperkuat Implementasi link and match Pendidikan Vokasi; 
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2. Memberikan solusi kemitraan dan penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi (SMK/PTV/LKP) dengan 

mitra dunia kerja; 

3. Memiliki dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi; dan 

4. Memiliki kemudahaan direplikasi oleh Satuan Pendidikan Vokasi. 

 

Model/inovasi pembelajaran dapat berupa:: 

1. Model Inovasi Pembelajaran Berbasis Proyek. Pembelajaran ini berorientasi pada proyek yang ada di 

industri dan disusun serta direncanakan bersama industri;  

2. Pengembangan Teaching Factory. Model ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan inovasi 

pembelajaran berbasis teaching factory di SMK;  

3. Pengembangan Produk Kreatif. Model inovasi ini dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran 

di SMK;  

4. Pengembangan model diklat terapan bagi dosen/guru/instruktur vokasi; 

5. Pengembangan diklat baru yang selaras dengan mitra dunia kerja; 

6. MOOC (Massive Online Open Courses) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi; 

7. Pengembangan LMS (Learning Management System) pada SMK; 

8. Model Pembelajaran Placement Berbasis Project. Placement adalah sebuah model pembelajaran 

kolaboratif yang berkelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran; dan  

9. Dan lain-lain. 

 

Pelaksanaan program pengembangan model pembelajaran vokasi tersebut mengacu pada juknis atau 

perdirjen terkait. 

 

Metode Penghitungan : 

 

𝑰 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒆𝒍𝒂𝒋𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒗𝒐𝒌𝒂𝒔𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒌𝒆𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 

𝒎𝒊𝒕𝒓𝒂 𝒅𝒖𝒏𝒊𝒂 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 

 

Satuan : Model 

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif 

Unit Pelaksana : Balai Besar Vokasi 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode Pengumpulan Data : Tahunan 

 


